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PERATURAN DAERA}I KABUPATEN PONTIANAK
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TET{TANG
PERIJBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH K.ABUPATEN

'-ai-!i.i"!-i 
n -'-i F- i,' IjCMOR 06 TAI{UN 2000 TENTANG RETRIBUSI' \,''r "?['i'iAi,:Ai: 

l"ffigAftrpAHAN / KEBERSTHAN

Menimbang : a.

DENGAN RAHMAT T'UHAN YANG MAHA ESA

B[.JPATI PONTIANAK,

bahwa untuk menjaga kebersihan dan keindahan kota serta
mengantisipasi pencemaran lingkungan perumahan dan
pemukiman, maka pelayanan angkutan persampahan terhadap
masyarakat perlu ditingkatkan ;

bahwa untuk meningkatkan biaya operasionar pelayanan
persampahan dan untuk meningkatkan pendapatan Asli Daerah
(PAD) Kabupaten Pontianak disektor perayanan persampahan,
maka Peraturan Daerah Kabupaten Pontianak Nomor 06 Tahun
2000 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan / Kebersihan
sebagairnana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 15
Tahun 2002 perlu di adakan penyesuaian;

bahwa untuk maksud sebagaimana huruf a dan b di atas, perlu
ditetapkan Peraturan Daerah tentang perubahan Kedua atas
Peraturan Daerah Kabupaten Pontranak Nomor 06 Tahun 2000
Tentbng Retribusi Pelayanan Persampahan / Kebersihan;

Undang-Undang Nomor 27 Tahun lgsg tentang penetapan
Undang-undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentarrg
Pembentukan Daerah ringkat ll di Kalimantan (Lembaran
Negara Republik lndonesia Tahun 1953 Nomor 0g) sebagai
Undang-undang (Lembaran Negara Repubrik Indonesia Tahun
1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor lB20);

Undang-Uundang Nomor B Tahun 1981 tentang Hukum Acara
Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun l gBl
Nornor 76, 'rambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3209);

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang pajak Daerah dan
Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik lndonesia
Tahun 1997 Nomcr 4.'!, Tambaharr Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3679) sebagarmana tciah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembararr
Negara Republik Indonesia Nomor 4048);

Mengingat : 1.

b.

c.

2.

5.



DEWAN

4. Undang-Undang Nomor 23 l'ahun 1997 tentang Pengelolaan
Lingkungan l'lidup (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3699);

5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Penrbentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
lndonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4389);

6. Undang-urrdang Nomor 32 T'ahun 2004 tentang penrerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun zoo4
Nomor 125, Tambahan Lenrbaran Negara Repubrik Indonesia
Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan leraturan. Pemerintah Pengganti undang-Undang Nomor 3 Tahurr 200s
(Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2o0b Nomor 38,
Tanrbahan Lembaran Negara Repubrik lndonesia Nomor 4493)yang telah ditetapkan dengan undang-Undang Nomor g
Tahun 2005 (tembararr Negara Republik Indonesia Taht,n 20ob
Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indrnesia
f'lomor 4548).

7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2oo4 tentang perimbangan
Keuangan antara Pemerintah pusat dan pemerintah Dae-rah
(Lembaran Negara Republik rndc,nesia Tahun 2oe4 Nomor 126,
Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4438);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 2l rahun 1gg3 tentang pelaksanaan
undang-undang Nonror I Tahun 1gg1 tentang Hukum Acara
Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1gg1
Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Incjonesra
Nomor 3258);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tairun 2001 tentang Retribusi
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000
Nomor 119, Tambahan Lembararr Negara-Republik lndonesia
Nomor 4139);

10. Peraturan Daerah Kabupaten pontianak Nomor 06 'rahun 2000
tentang Retribusi Pelayanan persampahan/Kebersihan (Lembaran
Daerah rahun 2000 ltlomor 0g seri D Nomor 05) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten pontianak Nomor 1s
Tahurr 2002 (Lembaran Daerah rahr:n 2002 Nomor 45 seri c
Nomor 13);

11. Peraturan Daerah K.arbupaten pontianak Nomcrr 02 Tahun 2005
tentang Pembentukan dan Siusunan organisasi perangkat Daerah
Kabupaten Pontianak (Lembaran Daerah rahun 2005 Nor,ror 02
Seri D Nomor 01);

Dengan Persetujuan Bersama
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PONTIA\IAK

dan
BUPATI PONTIANAK

MEMUTUSKAN :

: PERATURAN DAERAH KABUPATEi{ Poi\iTiAiiAK TENTAi*G
PERUBAHAN KEDUA ATAS F-ERATUiIAi{ u;+-i.:F.ii
KABUPATEN PONTIANAK NOMOP l'!8 Ttr!+!ltrj ?nnn TtrNT^i.JG
RETRIBUSI PEil-AYANAN PERSAMPAHA,N / KEBERSTHAN.

Illlenetapkan



Pasal I

Ketentuan Pasal I ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Pontianak Nomor 06'fahun 2000 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan (t-embarin Daerah'fahun 2000 Nomor 09 Seri B Nomor 05) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Daerah Kabupaten Pontianak Nomor 15 Tahun 2002 (Lembaran Daerah Tahun 2002
Nomor 45 Seri C Nomor 13) diubah, sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai beriKut :

Pasal 8

(1) Struktur tarif digolongkan berdasarkan pelayanan yang diberikan, jenis seta volume
sampah yang dihasilkan dan kemampuan masyarakat.

(2) Struktur dan besarnya tarif ditetapkan sebagai berikut :

a. Pengambilan, pengangkutan, pengelolaan dan pemusnahan sampah rumah
tangga ditetapkan sebagai berikut :

Rp. 3.000,-/bulan;
Rp. 5.000,-ibulan;
Rp. 7.500,-/hl'r'tn

b. Pengambilan, pengangkutan, pengolahan dan pemusnal-i?D sorilpah peoagang
antara pasar, pertokoan dan rumah nrakan ditetapkan sebagai beiit<ut:

- Kecil (volume sampah < 0,51 M3/hari) ,Rp. 2.000,-/bulan;
- sedang (volume sampah 0,s1 M3 s/d 0,75 M3/hari) Rp. 2.sOO,-/buran;
- Besar (volume sampah 0,7s M3/hari keatas) Rp. 3.000,-/bulan;

2.. Daerah perclagangan (toko, toko dan gudang, ruko, rumah makan/restoran.
warung kopi) :

- Kecil (volume sampah < 0,51 M3/hari)
- {Sedang (volume sampah 0,S1 M3 s/d 0,7S M3/hari)
- I3esar (volunre sampah 0,7S M3/hari keatas)

c' Pengambilan, pengangkutan, perrgolahan dan pernusnahan sampah industri
antara lain rumah sakit, hotel, beng;kel cJan pabrik :

1. Daerah Industri :

- Kecil (voh.rme sampah < 0,s1 Mi)/hari) Rp. 1s.000,_/brrlan;
- sedang (volume sampah 0,51 M3 s/d 0,75 M3/hari) Rp. 35.000,-/bulan;
- Besar (volume sampah 0,7s M3/hari keatas) Rp. 60.000,_/bulan;

2. Daerah perhotelan/tempat hibr-rran (bioskop, diskotik, karaoke, rumah bilyar,
video game) :

- Kecil (volume sampah < 0,51 M3/hari) Rp. 20.000,-/bulan;
- sedang (volume sampah 0,51 M3 s/d 0,75 M3/hari) Rp. 30.0c0,_/bulan,
- Besar (volume sam;rah 0,75 M3/hari keatas) Rp. s5.000,-/bulan;

3. Daerah perbengkelan :

- Kecil (volume sampah < 0,s1 M3/hari) Rp. 10.000,-/bulan;
- sedang (volume samPah 0,s1 M3 s/d 0,zs M3/hari) Rp. 15.000,-/butan;
- Besar (volume sampah 0,75 M3lhari keatas) Rp. 2s.000,_/bulan;

1. Luas bangunan
2 Luas bangunan
3. [-uas Langunan

<71M2
72 sld 300 M2

300 keatas Mz

Rp. 8.000,-/bulan;
Rp. 10.000,-/bulan;
Rp. 15.000,-./bulan;



_I

Pasal ll

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini
dengan penempatannya cjalam Lembaran Daerah Kabupaten Pontianak

Ditetapkandi Mempawah
pada tanggal 28 Agustus 2006

BIUPATI PON:TIANAK,

ttd

AGUS SALIM
Diundangkan di Mempawah
pada tanggal 29 I 08 I 2006

SEKRETAzuS I-}AIiRAI{ KAB UPATEN PONTIANAK.

rtd

SYE'BI SYOUIB

T,EMBARA N DAERAT] KABUPA'I'EN PONTIA'NAK
TAHUN 2006 NOMOR 03 SERI C NO]VIOR 03

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Bagian Hukurn

Seki'etariat Daerah paten Pontianak,



t.

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH K.ABUPAI'EN POI.ITIANAK

NOMOR 03 TAHUN 2006

TENTANG

PERURAHA}I KEDUA ATAS PERATI..'RAN DAERAH K,ABUPATEN PONTIANAK
NOMOR 06 TAHUi{ 2OOO TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN

PERSAMPAH,AN / KEBERSIHAN

PENJEI.ASAN UMUM

Dengan ditetapkannya Undarrg-Unclang Nomor 34 Tahun 2000 lentang
Perubahan atas Undang-Unciang Nornor 18 Tahun 19g7 tentang pajak Daerah dan
Retribusi Daerah, dan ditindaklanjuli dengan P,eraturan pcmerintah Nomor 66
Tahurr 2001 tentang Retribusi Daerah sebagai Peraturan pelaksanaannya, maka
dipandang perlu dilakukan penyesuilian terhadap Peraturan Daerah Nomor 06
Tahun 2000 tentang Retribusi pelayarran persampahan / Kebersihan.

Penyesuaian tersebut adalah untuk mengatasi masalah persampahan yang
sangat memerlukan biaya Operasional yang cukup besar dan hal ini juga diatur
dalam Pasal 13 Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001. Untuk melaKsiinakian
penyesuaian tersebut perlu mengadakan perubahan terhadap peraturan Daerah
Nomor 06 Tahun 2000 tentang pelayanan persampahan IKebersihan.

Pasal I

Cukup Jelas.

Pasal ll
Cukup Jelas.


